BAB I
PEMBIAYAAN MUDHARABAH, BAGI HASIL DAN FATWA DSN MUI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
1. Sejarah BPR Syariah

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakatagrah
pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengah banking® Di
Indonesia, rural banking diakomodasi dalam bentuk Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahR@P Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (Bé&fpankan No. 7
Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang mmensrmpanan
hanya bentuk deposito berjangka tabungan dan/keatuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana <Sebagha BPR.
Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 199&)utksen bahwa
BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksakegatan usahanya
secara konvensional atau berdasarkan prinsip $yaria

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakelij&lean
Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988, sebagagiabadari Paket
Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan. Secstiaris, BPR adalah
penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, sepdryehd@8ank Desa,
lumbung desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbunly Ragari (LPN),

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Ded2l, Bank Kredit

! Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Bsak

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), him. 197
2 Heri SudarsonoBank dan Lembaga Keuagan Syariah cetakan ,ké&¢®gyakarta:
EKONESIA.2004), him. 83
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Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)embaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya ProdukssdD@KPD), dan
atau lembaga lainnya yang bisa dipersamakan detugin

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usahaasaekdn
prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surgbu€esan Direktur Bank
Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 996ntang Bank
Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.ugrindang-Undang
No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BamkbRyaan Rakyat
Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam tegiga tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Gikkhl lahirnya Bank
Syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengaendirikan tiga BPR
syariah, yaittf*
a. PT BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung
b. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Pandalarangd@am
c. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung

Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariatebert telah
mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Bituk mempercepat
proses berdirinya BPR-BPR Syariah yang lain dibdatu lembaga-

lembaga penunjang, antara lain:

% Nur Rianto Al Arif, Op. Cit,hlm. 197
* Nur Rianto Al Arif, Op. Cit, him. 198
® Heri SudarsondQp Cit, him. 84
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a. Institute for Syariah Economic Developm@SED)
ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/peambbantuan
teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khusastiydaerah-daerah
berpotensi. Hasil yang telah dicapai oleh ISEDaanlain:
1) BPR Harcukat di provinsi Aceh
2) BPR Amanah Umah, kec. Leuweliang, Bogor
3) BPR Pembangunan Cikajang Raya, Kec. Cikajang, Garut
4) BPR Bina Amwalul Hasanah, Kec. Sawangan, Bogor
b. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank SyarkRiPRS)
YPPBS membantu perkembangan BPR Syariah di Indoroesigan
melakukan kegiatan-kegiatan:
1) Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baaupun tingkat
menengah untuk para praktisi yang berpengalamamair2 tahun
di perbankan. Membantu proses pendirian dan mekaeri
technical assistance
2. Tujuan dan Karakteristik BPR Syariah
Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendBBR Syariah
di dalam perekonomian, yaitu sebagai berfkut:
a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islamtaera masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada umumnya beradaadrah

pedesaan.

® Heri SudarsondBank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dasirtigi Cetakan
Pertama (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), him. 85
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b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamaehingga
dapat mengurangi arus urbanisasi.

c. Mebina semangaikhuwah islamiyamelalui kegiatan ekonomi dalam
rangka meningkatkan pendapatan perkapita menujitdsiaidup yang
memadai.

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasatka No. 21

Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR8adg’

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengesipgpsyariah

b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalalm lintas
pembayaran

c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kepaalkaran uang
asing dengan izin Bank Indonesia

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecualagsebagen
pemasaran produk asuransi syariah

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembage ydibentuk
untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Peghan Rakyat
Syariah

f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yarahteliatur dalam
Undang-Undang

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR$pddBank

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai befikut:

" Nur Rianto Al Arif, Loc. Cit,him. 200
® Nur Rianto Al Arif, Loc. Cit,hlm. 200
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a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yangukin memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yanigkukan
berdasarkan hukum Islam.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam strokgamisasinya
yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR@r aidak
menyimpang dari prinsip syariat.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat disetgsailelalui Badan
Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisaisgyharam, syubhat
ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi péiak |

e. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpunpuatpenyaluran
pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidaleh
menerapkan sistem bunga.

. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentamnigapkan
syariah, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyaia8y@PRS) meliputi
sebagai berikut:

a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, pempgimam dana
tersebut dalam bentuk:

1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakagarddtu
berdasarkan akadadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syarialAl-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individuvaupun badan
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hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapaa siapenitip

menghendaki.

Wadi’ahsendiri terdiri dari dua bagian, diantaranya:

a) Wadi'ah yad dhamanaladalah dimana pihak yang dititipi
(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta fitgedningga
ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Wadi'ah amanahadalah dimana pada prinsipnya harta titipan
tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititifi.

2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau béaitukya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan akadharabahatau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariBalam
mengaplikasikan prinsip ini, penyimpan atau depobartindak
sebagashohibul maalpemilik modal) dan bank sebagaudharib
(pengelola). Secara umunmudharabah terbagi dua jenis,
diantaranyd?

a) Mudharabah Muthlagahadalah bentuk kerja sama antara
shahibul maaldan mudharibyang cakupannya sangat luas dan
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, wattém daerah
bisnis. Dalam pembahasan figh ulama Salaf ash tshali

seringkali dicontohkan dengan ungkap#h al ma syi'ta

° Safi'i AntonioLoc. Cit,him. 85

19 Adiwarman A KarimLoc. Cit him. 107-108.

' Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Suatu Pengenlan Umum Edisi Khusus,
(Jakarta: Tazkia Institute, 2000), him. 137
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(lakukanlah sesukamu) dashahibul maalke mudharib yang
memberi kekuasaan sangat besar.

b) Mudharabah Mugayyadaldalah kebalikan damudharabah
muthlagah,dimana simudharib dibatasi dengan batasan jenis
usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan i
seringkali mencerminkan kecenderungan umumstsbhibul
maaldalam memasuki jenis dunia usaha.

b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, yaimg sksebut atau
dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah gieayeuang atau
tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujaankasepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yareyvajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atayihtin tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagil fUU Nomor
10/1998)*

Pembiayaan secara luas, berdiiancing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukumngsiasi yang
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupyalashkan oleh
orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakantuk
mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lemlgmbiayaan,
seperti bank syari’ah kepada nasabilstilah pembiayaan pada intinya
berarti 1 Belive, | Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh

kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinyeréayaan tfust),

12 Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainngdakarta: PT Raja Grafindo, 2005), him.
92
3 MuhamadLoc. Cit, hal. 260.
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berarti lembaga pembiayaan selakwhibul malmenaruh kepercayaan
kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yaergkalib Dana
tersebut harus digunakan dengan benar, adil dars lisertai dengan
ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling orénggkan bagi
kedua belah pihak Hal ini seperti dalam firman Allah surat An- Nisa:
29, yang berbunyi:
BUREOE IO 0G0 LA Lo de o B0 OO
27E OO B MUODEH>BECHe oo
O PR P nQI20€ZMWwa e N ¢ 2Z0%0 O €<
V-0 JIK 2N GO60OOY%N & &MAAE =
B MOADHET D 22 du g ALAECGQHE
VO AKGE AL OONO 7§ FL225840->dAc0M0])
EX AP o TOVNYOO0 FEAEFR
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah nka saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batiljakedengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sukatara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnyahAddalah
Maha Penyayang kepadamu.

Dalam perbankan syariah, ada beberapa macam Penyaana
diantaranya:murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiy
biltamlik, musyarakatsertamudharabati®Dalam lembaga perbankan
syariah pembiayaarmudharabah merupakanicon dari perbankan
syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaarudharabahmenggunakan
sistem bagi hasil. Dimana, sistem ini yang membadakntara bank

konvensional dengan bank syariaglludharabah berasal dari kata

dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukal a

4 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzd$lamic Financial Management Teori,
Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lemb&gaangnan, Nasabah, Praktisi dan
Mahasiswa(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), him. 3

> Muhammad|.oc. Cit him. 23
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berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseomaegiukulkan

kakinya dalam menjalankan usdfia.

Dalam figh muamalah,definisi terminologi bagimudharabah
diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa uleedahab,
diantaranyd’

1) Madzhab Hanafi mendefinisikanmudharabah adalah suatu
perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungargdermodal dari
salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

2) Madzhab Maliki memahanmudharabalsebagai penyerahan uang
dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yanterdukan
kepada seorang yang akan menjalankan usaha demgdenigan
imbalan sebagian dari keuntungannya.

3) Madzhab Syafi'i mendefinisikamudharabatbahwa pemilik modal
menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha urjalanéan
dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan memjéli
bersama antara keduanya.

4) Madzhab Hambali mendefinisikanudharabahadalah penyerahan
suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang ¢kda tertentu
kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatiian
tertentu dari keuntungannya.

Secara teknis, pengertian danudharabaladalah akad kerjasama

usaha antara dua pihak dimana pihak pertastahfbul maal

18 Syafi’i Antonio, Loc. Cit,him. 135
" Muhammad Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari;afYogyakarta: Pusat Studi
Ekonomi Islam STIS, 2003), him. 55-56
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menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan paéiakya menjadi

pengelola?® Seperti yang sudah disebutkan diatdedharabahsendiri

dibagi menjadi dua jenis diantaranyatudharabah muthlagaldan
mudharabah mugayyadatAdapun faktor-faktor (rukun) yang harus
ada dalam akachudharabaldiantaranyd?®

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

2) Objekmudharabaimodal dan kerja)

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-gabul)

4) Nisbah keuntungan

Selain harus ada keempat rukun tersebut, dalamkoiela akad
mudharabah juga harus memenuhi syarat syamudharabah
diantaranya:

1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidakngalyerahkan
harta benda atau emas perak yang masih dicampur nageih
berbentuk perhiasan.

2) Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qabaidi gang
menjalankannya.

3) Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemigdal dan
bagianmudharib.

4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yakan

dibagihasilkan dengan kesepakatan.

18 3afi'i Antonio, Op. Cit,him. 135

9 Muhamad,Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’@fogyakarta: Ull Press,
Cet. 1, 2000), him. 15

20 MuhamadQOp.Cit, hal. 73.
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4. Landasan SyariahMudharabah
Secara umum, landasan dasar syariahmudharabah lebih
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Haéampak dalam ayat-
ayat dan hadist berikut ini:
a. Al-Quran
Dalam surat al-Jumu’ah ayat 10 Allah SWT berfirman:
200mE0 O wa N6 OONADIL St QK e
KV IAQFHa (7 0Es B-ORON, 4 €7 Liq g o
* Forde PufHher INE BXAIC G -00
FCOBN PXI@) ALa S BXOROAN N0 €0
&RV ED $HAC RECHD = AHAE R HRAD A e
Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka basaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlahlah banyak-
banyak supaya kamu beruntufarJumu’ah: 10)
b. Al Hadist

S BT Al edal U il AR G S0 A e 0 e G0 &

(cuea o 4ale gl ol 5) @l ¥ cill ¢ el
Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung béckaal
beli tidak secara tunaimugaradhahnjudharabal dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tanggkan untuk
dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib}.

c. ljma’

Imam Zailai dalam kitabnyaNasbu ar-Rayah (4/13)elah
menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsenans|editimasi
pengolahan harta anak yatim secMadharabah Kesepakatan para
sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang gkateh Abu Ubaid

dalam kitabnyal-Amwal(454).

2L Muhammad Fuad Abdu al Bagji, Sunan al Hafizh Abililah Muhammad Ibn Yazid al
Qazwiny Ibnu Majjah, Lebanomarul Kutub al Libany}.th, Juz 2, hadist ke 2289, hal. 768.
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“Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumsgeaya berkata
wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk mengiragkan harta
amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkaninggia
termakan oleh zakat”

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvektasharta anak
yatim secaramudharabah sudah dianjurkan, apalagnudharabah
dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat diaglalah seandainya
harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akembd dari
keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian leartanat tersebut

akan senantiasa berkembang, bukan berkiffang.

B. Bunga dan Bagi Hasil

1. Bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dariikizeest. Secara
istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu karmyatdkan, bahwa
“interest is a charge for a financial loan, usually percentage of the
amount loaned.”Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang
biasanya dinyatakan dengan persentase dari uamgdjpimjamkar?> Di
Indonesia dikenal sebutan bunga morotair, selangayang diperjanjikan,
dan bunga berganda/majemuk. Bunga morotair dibajah debitur
sebagai pihak yang lalai. Lembaran negara No. R2ntd 848 menetapkan
besar bunga morotair adalah 6% setahun dan PaSal KPH Perdata
membatasi bunga yang dapat dituntut itu tidak batedebihi persenan

yang ditetapkan dalam lembaran negara tersebuakkaistik dari metode

22 Muhammad Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah Edisiigte(Yogyakarta:
Ull Press, 2008), him. 15
23 MuhammadLoc. Cit him. 40



34

bunga yang membedakannya dengan pendapatan me&ahiilainnya
adalah sebagai berikit:

a. Jumlah pengembalian (pinjaman pokok + bunga) telghtapkan
sebelumnya g predetermined of retuyn Jumlah ini tidak dikaitkan
dengan produktifitas debitur yang aktual dan nyata.

b. Suku bunga yang telah ditetapkan sebelumiitya gredetermined rate
of interes} disamakan bagi semua nasabah.

c. Penarikanpredetermined rate of retursecara hukum tetap dilakukan,
meskipun debitur menderita kebangkrutan.

2. Bagi Hasil
a. Pengertian dan Jenis-Jenis Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan a&tvusaha)
dari akad investasi, dari waktu ke waktu, tidaktipdan tidak tetap
dalam sistem operasional perbankan syafiadenurut Muhammad,
bagi hasil yaitu keuntungan bersih yang harus dibagcara
proporsional antaraghahibul maaldenganmudharib sesuai proporsi
yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisgbulikan dalam
perjanjian awal. Jika dalam usaha bersama mengaiaiko, maka
dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan -sama
menanggung risiko. Dengan kata lain, masing-magitgak yang

melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akgratiesipasi dalam

24 Edi Wibowo dan Untung Hendy Widoddengapa Memilih Bank SyariabBogor:
Ghalia Indonesia, 2005), him. 30
% R. A. Evita Isretnoloc. Cit him. 107
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kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkaadkan dalam

distribusi pendapataf.

Istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indones&au
diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Undanddog Nomor 7
Tahun 1992 tentang perbankan. Selain itu, dalaratéan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan PBriBagi Hasil
adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalatakmkan kegiatan
usaha bank, seperti dalam RAal:

1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyta
sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatameayarakat
yang dipercayakan kepadanya

2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungamgate
penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentukgyeab baik
untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatanyé&iyang
lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil

Dalam hukum perbankan syariah penerapan bagi hasis
memperhatikan prinsipt-Ta awun,yaitu saling membantu dan saling
kerjasama di antara anggota masyarakat untuk kataiksamping itu
juga harus menghindari prinsg-lktinaz, yaitu menahan uang (dana)
dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan utraksaksi)

sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umunterSifagi hasil

%6 Muhamad)oc. Cit him. 19.
” Muhamad,Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontempoféogyakarta: Ull Press,
Cet. 1, 2000), him. 46
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yang pada dasarnya erat kaitannya dengan bebeisgah ryang akan
ditetapkan, yaitu dengan:
1) Profit Sharing

Profit sharing berupa penghitungan bagi hasil didasarkan
pada hasil net (bersih) dari total pendapatan afetelikurangi
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memplerole
pendapatan tersebut. Dalam kamus ekonmwiit dapat diartikan
sebagai laba. Namun secara istilpmfit adalah perbedaan yang
timbul akibat total pendapatanofal revenug suatu perusahaan
lebih besar dari biaya totaloal cos). Dalam perbankan syariah
istilah profit sharing sering menggunakan istilgbrofit and loss
sharing,dimana pembagian antara untung dan rugi dari pexaap
yang diterima atas hasil usaha yang diper&ieh.

Sistem profit and loss sharingdalam pelaksanaannya
merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antageopal
(investor) dan pengelola modal dalam menjalankayiakan usaha
ekonomi, dimana diantara keduanya akan terkaitr@kriiahwa di
dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungandikagi kedua
pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanpm begitu
pula jika mengalami kerugian akan ditanggung beasa®msuai

porsi.

2 R. A. Evita Isretnoloc. Cit,him. 107
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2) Revenue Sharing

Revenue sharingmerupakan penghitungan bagi hasil
didasarkan kepada total seluruh pendapatan yaegnait sebelum
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkamuk
memperoleh pendapatan tersebRevenue sharinderasal dari
bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaguenueyang berarti
hasil, penghasilan, pendapatan. Sedangkanngberarti bagi atau
bagian.Revenugpendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil
yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjuzdaang-barang
(goodg dan jasa-jasasérvice$ yang dihasilkan dari pendapatan
penjualan gales revenye Jadi revenue sharingmerupakan
pembagian hasil, penghasilan atau pendagatan.

Revenuegpada perbankan syariah adalah hasil yang diterima
oleh bank dari penempatan dana bank pada pihak FRainsip
Revenue Sharingliterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i
yang mengatakan bahwaudharibtidak boleh menggunakan harta
mudharabahsebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun
bepergian (diperjalanan) karenmudharib telah mendapatkan
bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapasesaatu
(nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akemdapat yang

lebih besar dari bagiashohibul maaf®

»R. A. Evita Isretnoloc. Cit,him. 108
% Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bagkrih, (Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), him. 118
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil
Kontrak mudharabahadalah suatu kontrak yang dilakukan oleh
minimal dua pihak. Tujuan kontrak ini adalah menoper hasil
investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipenigiaoleh banyak faktor.
Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak laggtam ada yang
tidak langsung. Faktor-faktor tersebut antara fain:
1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsungitect factory yang mempengaruhi

penghitungan bagi hasil adalatvestment ratejumlah dana yang

tersedia dan nisbah bagi hagitdfit sharing ratig.

a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang
diinvestasikan dari total dana. Jika bank yang merkan
investment ratesebesar 80%, hal ini berarti 20% persen dari
total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan pa&an
jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersauizk
diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan
menggunakan salah satu metode:

(1) Rata-rata saldo minimum bulanan

(2) Rata-rata total saldo harian
Investment ratedikalikan dengan jumlah dana yang tersedia

untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dakiual

yang digunakan.

31 MuhammadLoc. Cit him. 106
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c) Nisbah Profit sharing ratig

(1) Salah satu cirl- mudharabahadalah nisbah yang harus
ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian

(2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya depla¢da

(3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu daam
bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 42
bulan.

(4) Nisbah juga dapat berbeda antara sateount dengan
account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh
temponya.

2) Faktor Tidak Langsung
Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi laasilah:
a) Penentuan butir-butir pendapatan dan brayaharabah

(1) Bank dan nasabah melakuksinaredalam pendapatan dan
biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan
pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal inibdise
revenue sharing

b) Kebijakanakunting(prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oletjalannya

aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan aieng

pengakuan pendapatan dan biaya.
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3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam sangatlah mendorong praktik bagi hasil sertmgharamkan

adanya riba. Keduanya sama-sama memberi keuntinaggmpemilik dana,

namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat .nfaebedaan ini

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil
BUNGA BAGI HASIL

apakah proyek yang dijalankadlijalankan. Bila usaha merug

rugi. oleh kedua belah pihak.

meningkat  sekalipun  jumlahsesuai dengan peningkatan jum
keuntungan berlipat atau keadagrendapatan.
ekonomi sedang “booming”.

tidak dikecam) oleh semua agamégabsahan bagi hasil.
termasuk Islam.
Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001:61)

Eksistensi bunga diragukan (kalpliidak ada yang meragukan

Penentuan bunga dibuat paddenentuan besarnya rasio/nislbah
waktu akad dengan asumsi harumgi hasil dibuat pada waktu akad

selalu untung. dengan berpedoman pada
kemungkinan untung rugi. F
Besarnya prosentase berdasarkBesarnya rasio  bagi hasil
pada jumlah uang (modal) yandperdasarkan pada jumlah
dipinjamkan. keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap sepgBagi hasil bergantung pada
yang dijanjikan tanpa pertimbangakeuntungan proyek yang

oleh pihak nasabah untung atekerugian akan ditanggung bersama

Jumlah pembayaran bunga tidakumlah pembagian laba meningkat

ah

Sistem antara bunga yang ada pada bank konvensianddagi hasil

yang ada pada bank syariah juga terdapat perbeBeaapedaan ini dapat

dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel 1.2
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil
Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil

Penentuan  besarny&ebelumnya Sesudah berusaha,

hasil sesudah ada untungnya

Yang ditentukan Bunga, besarnya nilaiMenyepakati proporsi

sebelumnya rupiah. pembagian untung

untuk  masing-masing
pihak. Misalnya 50:50,
40:60, 35:65, dst.

Jika terjadi kerugian Ditanggung  nasabdbitanggung kedua
saja. pihak, nasabah dan

lembaga.

Dihitung dari mana? Dari dana yan®ari untung yang bakal
dipinjamkan, fixed, diperoleh, belum tentu
tetap. besarnya.

Titik perhatian proyek( Besarnya bunga yarndeberhasilan proyek/

usaha harus dibayar nasabahéisaha jadi perhatian
pasti diterima bank. bersama: nasabah dan

lembaga.

Berapa besarnya? Pasti: (%) kali jum|dProporsi: (%) kali
pinjaman yang telahjumlah untung yang
pasti diketahui. belum diketahui =

belum diketahui

Status hukum Berlawanan dengavielaksanakan QS.
QS. Lugman: 34 Lugman: 34.

Sumber: Muhammad (2003:18-19)

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama ldonesia (MUI)
1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembggay
dibentuk oleh MUI secara struktural dibawah MUI. nteatara
kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas dialamd peraturan
perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI6NaL/PBI/2004,

disebutkan bahwa: “ DSN adalah dewan yang dibeoletk Majelis Ulama
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Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangamukumbemastikan
kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaiia dengan prinsip
syariah.®® Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 da
merupakan hasil rekomendasi Lokakarya ReksadandaBSypada bulan
Juli tahun yang sama.

Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah NMajdlama
Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulamaddnesia dan
sekretaris €x-officig. Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan
Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretnia beberapa
anggota®® Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mersjawa
produk-produk lembaga keuangan syariah agar sedemgan syariah
Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariatapi juga
lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadamaalnventura dan
sebagainya. Menurut keputusan DSN No. 1 Tahun 206@@ng Pedoman
Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertughsgai berikut?

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syarialandakegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keaang

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangaraly dan

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

%2 Karnaen Perwaatmadja dkdRank dan Asuransi Islam di Indonesidakarta: Kencana,
2005), him. 100

% Muhammad Syafi'i Antoniol.oc. Cit, him. 32

% Karnaen Perwaatmadija dikBp Cit, him. 101
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Selain memiliki beberapa tugas, DSN juga memililkdbérapa
wewenang. DSN berwenang untik:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan PengawasaByéDPS)
dimasing-masing lembaga keuangan Syariah dan mergadar
tindakan hukum terkait.

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketefperaturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, réepepartemen
Keuangan dan Bank Indonesia.

c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomiendas-nama
yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga¢@u&yariah
(LKS).

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masgkEng
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, teknadoritas
moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan I8N, dan

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untukgambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

DSN berdiri sendiri diluar Bank Indonesia, namufagdamelakukan
sebuah pengawasan di Lembaga Keuangan Syariah (Li€&)p
bekerjasama dengan Bank Indonesia. Walaupun tu§as dan Bl sama-

sama melakukan pengawasan internal, tetapi adardpebeperbedaan

% Karnaen Perwaatmadija dikBp Cit, him. 101
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dalam pengawasannya. DSN lebih fokus dalam magsagawasan dan

pembuatan fatwa produk-produk syariah, sedangkatelih fokus pada

masalah manajemen perbankan secara umum dan tidakiknpada

persoalan yang berkaitan dengan syariah.

2. Penghitungan Bagi Hasil Menurut Fatwa DSN-MUI
Salah satu wewenang dari DSN MUI adalah untuk metnfaiwa,

baik itu berupa fatwa yang mengikat DPS maupun dayang menjadi

landasan bagi ketentuan/ peraturan. Banyak fatwg gadah dikeluarkan

oleh DSN MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalaembaga Keuangan

Syariah adalah salah satu fatwan DSN dari sekiagakafatwanya. Fatwa

mengenai prinsip distribusi hasil usaha Lembagaaligan Syariah ini

diatur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yaberbunyi®

a. Bahwa pembagian usaha diantara para pihak (mitaégnd suatu
bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prBegi Untung
(Profit Sharing, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatetelsh
dikurangi modal @’'su al-ma) dan biaya-biaya, dan boleh pula
didasarkan pada prinsip Bagi Hasfevenue Sharingyakni bagi hasil
yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangiah@d’su al-mal)
dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan

b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapabakan untuk
keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Kgam Syariah

(LKS).

% Dewan Syariah Nasional MUl & Bank IndonesHimpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI Edsi Revisis Tahun 200iid 1, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), him. 87
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Dalam penghitungan bagi hasil ini, DSN MUI tidak maatukan
standar penghitungan bagi hasil itu sendiri. Ya#gs, dalam perhitungan
bagi hasilmudharabahharus ditetapkan diawal berapa besar nisbah antara
pihak shahibul maaldenganmudharib yakni adalah dasar pembagian
keuntungan apakah daofit sharingataunet revenue sharingselain itu
penghitungan bagi hasil pada perbankan syariahlafikan menentukan
equivalent rateatau tepatnyaxpected rate of returatau tingkat hasil yang
diinginkan oleh Bank. Hal ini dikarenakan angkdakuyang menjadi dasar
dalam penghitungan atau mencari nisbah bagi hasij ynengacu kepada
proyeksi yang dibuat oleh BanRan equivalent rateyang digunakan oleh
Bank Syariah adalah angka prosentase absolute baigis hasil yang
diperoleh dibandingkan dengan dana yang digundkan.

Memperhitungkan bagi hasil dengan bank syariah tapkan
equivalent ratanemang diperbolehkan oleh DSN MUI asalleuivalent
rate ataumarket ratetidak dikalikan dengan dana yang digunakan untuk
menghitung bagi hasil. Jika hal itu terjadi, malenghitungan bagi hasil

tersebut menjurus ke arah rifa.

3" Hasil wawancara dengan Kanny Hidaya, SE., MA selsakil Sekretaris Badan
Pelaksana Harian DSN MUI Pusat melalui via emailgp@anggal 2 Maret 2014.

% Hasil wawancara dengan Kanny Hidaya, SE., MA selskakil Sekretaris Badan
Pelaksana Harian DSN MUI Pusat melalui via emailapianggal 2 Maret 2014.



